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ABSTRAK 

Muzdalifah nur Albania. 201610115018. Implementasi Surat Pemberitahuan 

Dimulainya Penyidikan Dalam Tindak Pidana Narkotika 

 

 

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sendiri dalam literatur 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana, tidak pernah disebutkan, namun acuan dari munculnya Surat 

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, dapat dilihat pada ketentuan 109 ayat 

1Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana, yang menyebutkan, “Dalam hal penyidik telah mulai tindakan 

penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik 

memberitahukannya kepada penuntut umum.”Sebelumnya diketahui bahwa tidak 

ada batasan kapan SPDP harus diberikan penyidik kepada penuntut umum. Dalam 

perkembangannya,pada tahun 2015 terjadi perubahan melalui Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, dimana pada putusan tersebut, jangka 

waktu SPDP harus diberikan penyidik kepada penuntut umum, serta terlapor dan 

pelapor adalah 7 hari, dimana banyak yang menganggap bahwa Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tersebut telah memberikan 

kepastian hukum kepada para pihak, terutama pihak pelapor dan terlapor. 

Pada penelitian ini, peneliti hendak menggunakan metode penelitian Yuridis 

Normatif-empiris. Adapun pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini 

maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan 

cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan 

data primer yang diperoleh di lapangan. 

Kesimpulan Penelitian ini adalah tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik 

kepada jaksa penuntut umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum 

akan tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/terlapor. Oleh 

karena itu penting bagi para penegak Hukum yang berwenang dalam pemberian 

SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga 

terhadap terlapor dan korban/pelapor. didasarkan pada pertimbangan bahwa 

terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat 

mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat 

hukum yang akan mendampinginya, sedangkan bagi korban/pelapor dapat 

dijadikan momentum untuk mempersiapkan keteranganatau bukti yang diperlukan 

dalam pengembangan penyidikan. 

 

Kata Kunci : SPDP, Penyidikan, Narkotika 
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ABSTRACT 

 
Muzdalifah nur Albania. 201610115018. Implementation of Notification of 

Commencement of Investigation in Narcotics Crimes 

 

Notification of Commencement of Investigation (SPDP) itself in the literature of 

Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, was never 

mentioned, but references to the emergence of Investigation Notification Letter, 

can be seen in the provisions of 109 paragraph 1 of Law Number 8 In 1981, the 

Criminal Procedure Code, which states, "In the case that investigators have 

begun investigating an event that constitutes a criminal offense, the investigator 

notifies it to the public prosecutor." Previously it was known that there was no 

limit when the SPDP should be given to investigators to the public prosecutor. . In 

its development, in 2015 there was a change through the Constitutional Court 

Decision Number 130 / PUU-XIII / 2015, where in the decision, the SPDP period 

must be given by investigators to the public prosecutor, and reported and the 

reporter is 7 days, where many consider that the Decision The Constitutional 

Court Number 130 / PUU-XIII / 2015 has provided legal certainty to the parties, 

especially the reporting party and the reported party. 

In this study, researchers wanted to use the Normative-empirical Juridical 

research method. The empirical juridical approach in this study means that in 

analyzing the problem done by combining legal materials (which are secondary 

data) with primary data obtained in the field. 

Conclusion This research is that the delay in the submission of SPDP by 

investigators to the public prosecutor not only raises legal uncertainty but also 

harms the constitutional rights of the reported and victim / reported parties. 

Therefore, it is important for law enforcement authorities who are authorized in 

granting SPDP not only required by the public prosecutor but also for the 

reported and victim / reporter. based on the consideration that for the reported 

party who has obtained SPDP, the person concerned can prepare the defense 

materials and can also appoint a legal advisor who will assist him, while for the 

victim / reporter can be used as momentum to prepare information or evidence 

needed in the development of investigations. 

 

Keywords: SPDP, Investigation, Narcotics 
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“MOTTO” 

 

“Harta peninggalan terbesar dalam hidup adalah ilmu pengetahuan 

bukan harta dan tahta, dan jika engkau ingin melihat anak cucu 

sukses dan bahagia maka warisi mereka dengan limpahan ilmu 

tanpa batasan waktu, usia dan ruang ” 

 

Maka  

Belajar, belajar dan belajarlah hingga roh terlepas dari jasad. 
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